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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Negara Indonesia adalah negara hukum. Hal ini termuat dalam Undang-

Undang Dasar 1945 pada Pasal 1 ayat 3 yang dimaksudkan bahwa segala 

sesuatu dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara harus berdasarkan 

hukum. Salah satu aspek kehidupan yang sangat diatur oleh hukum di Indonesia 

ialah tanah. Tanah di Indonesia memiliki banyak peranan penting. Tanah 

menjadi lahan kerja bagi pekerja pertanian, perkebunan, pertambangan dan 

usaha yang memanfaatkan tanah lainnya. Tidak sedikit masyarakat juga yang 

menggantungkan masa depannya dengan tanah sebagai aset investasi. Hal ini 

dikarenakan harga tanah akan selalu naik akibat ketersediaan lahan yang tidak 

bertambah. Sehingga, di Indonesia tanah diatur oleh hukum karena perannya 

dapat memakmurkan masyarakat. 

Pada pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyatakan 

bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya 

dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran 

rakyat”. Untuk mengatur ini lebih lanjut maka diundangkan Undang-Undang 
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Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang 

dikenal dengan UUPA demi kepastian hukum. 

Tanah merupakan bagian dari bumi.1 Pasal 4 ayat 1 UUPA menyatakan 

bahwa “Atas dasar hak menguasai dari Negara sebagai yang dimaksud dalam 

Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang 

disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang baik 

sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum.” 

Hal ini menjadi jelas tanah dalam pengertian yuridis adalah permukaan bumi 

sedangkan hak atas tanah adalah hak atas sebagian tertentu permukaan bumi 

yang berbatas berdimensi dua dengan ukuran panjang dan lebar.2  

Pengertian mengenai hak atas tanah dijelaskan dalam Pasal 4 ayat 2 

UUPA bahwa “Hak-hak atas tanah yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini 

memberi wewenang untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan demikian 

pula tubuh bumi dan air serta ruang yang ada diatasnya, sekedar diperlukan 

untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu 

dalam batas-batas menurut undang-undang ini dan peraturan-peraturan hukum 

lain yang lebih tinggi.” 

Undang-Undang tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Pasal 16 

ayat 1 mengatur jenis jenis hak atas tanah yaitu hak milik, hak guna usaha, hak 

guna bangunan, hak pakai, hak sewa, hak membuka tanah, hak memungut hasil 

                                                           
1 Urip Santoso, 2009, Hukum Agraria dan Hak-Hak atas tanah, Kencana, Jakarta, hlm 10 
2 Ibid. 
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hutan dan hak hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut diatas yang 

akan ditetapkan dengan undang-undang serta hak hak yang sifatnya sementara 

sebagai yang disebutkan dalam Pasal 53. Hak atas tanah bersumber dari hak 

menguasai negara atas tanah yang dapat diberikan kepada perseorangan baik 

warga negara Indonesia maupun warga negara asing, sekelompok orang secara 

bersama-sama, dan badan hukum baik privat maupun publik3. Bagi tiap warga 

negara, hak atas tanah ini dapat dimiliki oleh laki-laki maupun wanita, 

keduanya mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh hak atas tanah 

serta dapat memanfaatkan hasilnya baik bagi diri sendiri maupun orang lain 

seperti yang telah diatur dalam UUPA Pasal 9 ayat 2. Maka dari itu, hak atas 

tanah memiliki fungsi sosial yang pemilikannya dan penguasaan tanahnya tidak 

boleh melampaui batas, tidak semata mata untuk kepentingannya tapi harus 

memperhatikan kepentingan publik.  

Hak atas tanah yang telah dimiliki oleh seseorang wajib didaftarkan untuk 

kepastian hak secara yuridis. Pendaftaran tanah diselenggarakan dalam rangka 

menjamin kepastian hukum sesuai amanat Pasal 19 UUPA yang mana diatur 

lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang 

Pendaftaran Tanah. Namun, peraturan ini dipandang tidak lagi dapat 

sepenuhnya mendukung kegiatan pendaftaran tanah maka dibentuklah 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. 

Tujuan dari pendaftaran tanah diatur secara lengkap dalam Peraturan 

                                                           
3 Ibid., hlm. 87 
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Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Pasal 3 dan Pasal 4  yaitu untuk 

memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak, 

menyediakan informasi kepada pihak pihak yang berkepentingan seperti 

pemerintah, juga demi terselenggaranya tertib administrasi pertanahan.  

Hak milik merupakan salah satu dari sekian banyak obyek pendaftaran 

tanah. Pengaturan mengenai hal milik diatur dalam UUPA Pasal 20 sampai 

Pasal 27. Pasal 23 UUPA memberikan kewajiban bagi pemilik hak untuk 

mendaftarkan kepemilikan hak milik atas tanah, peralihannya, hapusnya dan 

juga pembebanannya dengan hak-hak lain. 

Pasal 19 UUPA sedikit menerangkan mengenai kegiatan pendaftaran 

tanah yang secara jelas lebih diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 

Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Menurut Pasal 11 Peraturan 

Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah pelaksanaan 

pendaftaran tanah meliputi kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali dan 

pemeliharaan data pendaftaran tanah. Pendaftaran tanah pertama kali 

dilaksanakan melalui sistematik dan sporadik. Peraturan Pemerintah Nomor 24 

Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Pasal 13 menjelaskan bahwa 

pendaftaran tanah secara sistematik ialah pendaftaran tanah yang didasari pada 

suatu rencana kerja dan dilaksanakan di wilayah-wilayah yang ditetapkan oleh 

menteri sedangkan, pendaftaran tanah secara sporadik ialah pendaftaran tanah 

yang dilaksanakan atas permintaan pihak yang berkepentingan. 
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Berdasarkan hal diatas, penulis akan menulis mengenai pendaftaran tanah 

secara sistematik dimana sejak tahun 2016 pemerintah telah melakukan 

pendaftaran tanah secara sistematik. Pendaftaran itu disebut dengan Pendaftaran 

Tanah Sistematis Lengkap atau biasa disingkat dengan PTSL. PTSL diatur 

dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan 

Nasional Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan 

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, lalu diatur lebih lanjut dalam Peraturan 

Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik 

Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah 

Sistematis Lengkap lalu pada tahun berikutnya dikeluarkan lagi Peraturan 

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.6 

Tahun 2018 Tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dan 

yang terbaru Presiden memberikan Instruksi Presiden No.2 Tahun 2018 

tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Seluruh Wilayah 

Republik Indonesia. 

PTSL merupakan kegiatan yang dilakukan secara serentak di seluruh 

wilayah di Indonesia. PTSL sebagai jawaban atas sistem pendaftaran tanah 

yang selama ini tersendat dan berlangsung lama. PTSL diadakan langsung ke 

desa, kelurahan atau nama yang setingkat dengan itu agar tercapai sasaran dari 

kegiatan ini. Kota kupang salah satunya, kota ini termasuk kota terbesar di 

Nusa Tenggara Timur. Namun, penduduk di kota ini masih minim pengetahuan 

mengenai kegiatan PTSL sedangkan kegiatan ini sangat dibutuhkan oleh 
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mereka. Sampai pada tahun 2018 pemerintah kota setempat terus melakukan 

sosialisasi mengenai program PTSL. Oleh karena itu pada penulis tertarik 

mengkaji program PTSL apakah sudah berjalan sesuai hukum yang berlaku. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut dapat dirumuskan masalah 

dalam penulisan ini yaitu Bagaimanakah pelaksanaan pendaftaran hak milik 

atas tanah melalui program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) di 

Kota Kupang pada tahun 2019? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan pendaftaran 

hak milik atas tanah yang diselenggarakan melalui program pendaftaran tanah 

sistematis lengkap (PTSL) di Kota Kupang pada tahun 2019. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Secara Teoritis 

Hasil Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi perkembangan ilmu 

hukum khususnya hukum pertanahan juga membantu perkembangan 

bidang hukum pendaftaran tanah sistematis lengkap. 

2. Secara Praktis 

Hasil Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi : 
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a. Pemerintah 

Menjadi bahan evaluasi atas kinerja pemerintah pada tahun 

2019 khususnya bagi pihak yang terkait seperti Badan Pertanahan 

Kota Kupang dalam rangka melaksanakan pelayanan publik yaitu 

pendaftaran hak milik atas tanah melalui program PTSL 

b. Masyarakat pemegang hak milik 

Memberikan masukan bagi masyarakat pemegang hak milik 

atas tanah untuk memahami arti penting pendaftaran tanah yaitu 

terwujudnya kepastian hukum.  

E. Keaslian Penelitian 

Penelitian yang dilakukan merupakan hasil dari penulis sendiri dan bukan 

hasil plagiasi dari orang lain. Topik pendaftaran tanah yang diteliti oleh penulis 

memiliki kebaruan dan berbeda dari beberapa peneliti dengan topik yang sama. 

Adapun penulis menemukan dan membandingkan 3 penelitian dengan topik 

yang sama diantaranya : 

1. A. Judul   : TINJAUAN HUKUM TERHADAP 

PELAYANAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP 

(PTSL) DI BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA 

SURAKARTA 

B. Identitas Penulis : 

1) Nama  : Yesi Rahmawati 

2) Fakultas  : Hukum 
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3) Universitas : Muhammadiyah Surakarta 

4) Tahun  : 2018 

C. Rumusan masalah : Bagaimana pelaksanaan program Pendaftaran 

Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Badan 

Pertanahan Nasional Kota Surakarta dan 

Bagaimana penyelesaian hambatan-hambatan 

dalam pelaksanaan program Pendaftaran Tanah 

Sistematis Lengkap (PTSL) di Badan 

Pertanahan Nasional Kota Surakarta 

D. Hasil Penelitian : Hasil dari penelitian, pelaksanaan program 

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) 

di Badan Pertanahan Nasional Kota Surakarta 

dilaksanakan sesuai jadwal yang telah 

ditentukan oleh hukum dengan kegiatan yang 

diawali pada bulan April 2017 dan selesai pada 

bulan Desember 2017. Hasil akhirnya ialah 

penyerahan sertifikat kepada masyarakat yang 

telah terdaftar dalam program PTSL, setelah itu 

diadakan pengelolahan warkah atau 

pendokumentasian data fisik dan data yuridis 

dan dibuatkan laporan hasi kegiatan dalam 
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program PTSL ini. Pelaksanaan program 

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) 

di Badan Pertanahan Nasional Kota Surakarta 

ini dibantu oleh tim ajudikasi karena masih 

banyak hambatan-hambatan yang terjadi selama 

kegiatan PTSL berlangsung. Hambatan yang 

terjadi antara lain masyarakat belum paham 

terkait pentingnya proses pendataan secara 

pemberkasan meskipun sudah dilakukan 

sosialisasi dan penyuluhan. Selain itu, ketika 

proses pengukuran tanah di lapangan, pemilik 

lokasi yang seharusnya berada di lokasi, justru 

sebaliknya masyarakat tidak berada di lokasi 

untuk memastikan luas dan batas tanah yang 

dimilikinya. 

2. A. Judul   : PELAKSANAAN PENDAFTARAN HAK 

MILIK MELALUI PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS 

LENGKAP UNTUK MEWUJUDKAN TERTIB ADMINISTRASI 

PERTANAHAN DI KABUPATEN MELAWI PROVINSI 

KALIMANTAN BARAT 

B. Identitas Penulis : 
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1) Nama  : Wizella Oktantia 

2) Fakultas  : Hukum 

3) Universitas : Atma Jaya Yogyakarta 

4) Tahun  : 2018 

C. Rumusan masalah : Apakah Pelaksanaan Pendaftaran Hak Milik 

melalui PTSL tahap ke II di Kabupaten Melawi 

telah mewujudkan Tertib Administrasi 

Pertanahan  

D. Hasil Penelitian : Pendaftaran Hak Milik melalui PTSL tahap ke 

II di Kabupaten Melawi telah mewujudkan 

Tertib Administrasi Pertanahan sesuai dengan 

Pasal 3 ayat (4) Peraturan Menteri Agraria dan 

Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional 

Nomor 12 Tahun 2017 PTSL tahap II. Hal ini 

terbukti dengan responden di Desa Sungai Raya 

dan Desa Sungai Pinang telah mendapat 

sertifikat yang diserahkan oleh Presiden Jokowi 

secara simbolis pada akhir bulan Desember 

dilanjutkan dengan penyerahan sertifikat hak 

milik kepada masing-masing kepala desa pada 
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awal tahun 2018 oleh Kepala Kantor 

Pertanahan. 

3. A. Judul    : PENDAFTARAN HAK MILIK ATAS 

TANAH MELALUI PROYEK OPERASI NASIONAL AGRARIA 

(PRONA) DALAM RANGKA MEWUJUDKAN TERTIB 

ADMINISTRASI PERTANAHAN DI KOTA PALANGKA RAYA 

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH. 

B. Identitas penulis : 

1) Nama   : Fricsky Marantina Unmehopa 

2) Fakultas  : Hukum 

3) Universitas : Atma Jaya Yogyakarta 

4) Tahun   : 2016 

C. Rumusan Masalah : Bagaimanakah pelaksanaan pendaftaran hak 

milik atas tanah melalui Proyek Operasi 

Nasional Agraria di Kota Palangka Raya pada 

tahun 2014? dan Apakah pendaftaran hak milik 

atas tanah melalui Proyek Operasi Nasional 

Agraria sudah mewujudkan Tertib Administrasi 

Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya selama 

tahun 2014  
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D. Hasil Penelitian : Pelaksanaan pendaftaran hak milik atas tanah 

melalui Proyek Operasi Nasional Agraria di 

Kota Palangka Raya pada tahun 2014 telah 

dilaksanakan sebaik mungkin dengan melalui 

tahapan tahapan yang sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku. pelaksanaan pendaftaran hak milik 

atas tanah melalui Proyek Operasi Nasional 

Agraria di Kota Palangka Raya pada tahun 2014 

juga telah mewujudkan tertib administrasi 

pertanahan terbukti 30 responden telah 

menerima sertifikat hak milik atas tanahnya. 

Namun memang masih banyak hambatan dalam 

pelaksanaan pendaftaran hak milik atas tanah 

melalui Proyek Operasi Nasional Agraria di 

Kota Palangka Raya pada tahun 2014 seperti 

kurang cepatnya pemohon dalam melengkapi 

berkas surat yang dibutuhkan sebagai syarat 

permohonan pendaftaran PRONA, 

ketidaksediaan waktu pemohon ketika kegiatan 

pengukuran di lapangan, dan kesadaran hukum 

mengenai pentingnya pendaftaran tanah yang 
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dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti 

pendidikan yang minim. 

F. Batasan Konsep 

1. Pendaftaran Tanah 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran 

Tanah memberi pengertian Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan 

yang dilakukan oleh pemerintah secara terus-menerus, berkesinambungan 

dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan 

penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk 

peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah 

susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang 

tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta 

hak-hak tertentu yang membebaninya. 

2. Hak Milik atas Tanah 

Berdasarkan Pasal 20 ayat 1 Undang-Undang tentang Peraturan 

Dasar Pokok-Pokok Agraria Hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat, 

dan terpenuh yang dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat 

ketentuan dalam pasal 6. 

3. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap 

Berdasarkan pengertian dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri 

Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik 
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Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis 

Lengkap adalah kegiatan Pendaftaran Tanah untuk pertama kali yang 

dilakukan secara serentak bagi semua objek Pendaftaran Tanah di seluruh 

wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah desa/kelurahan atau 

nama lainnya yang setingkat dengan itu, yang meliputi pengumpulan data 

fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa objek Pendaftaran 

Tanah untuk keperluan pendaftarannya. 

4. Kota Kupang 

Kota Kupang merupakan salah satu kota di Provinsi Nusa Tenggara 

Timur sekaligus menjadi Ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kota 

Kupang dipimpin oleh seorang walikota dibantu dengan wakil walikota. 

Kota Kupang terdiri dari 6 kecamatan, yaitu Kecamatan Alak, Kecamatan 

Kelapa Lima, Kecamatan Kota Raja, Kecamatan Kota Lama, Kecamatan 

Maulafa, dan Kecamatan Oebobo. Dari 6 kecamatan yang ada, terdapat 

51 desa di Kota Kupang.  

G. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum empiris. 

Penelitian yang dilakukan berfokus pada fakta sosial. Penelitian ini 

dilakukan secara langsung kepada responden yang memperoleh data 

primer juga data sekunder yang berkaitan dengan pelaksanaan 
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pendaftaran hak milik atas tanah melalui program pendaftaran tanah 

sistematis lengkap (PTSL) di Kota Kupang.  

2. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari data primer dan data 

sekunder. 

a. Data Primer 

 Data yang diperoleh secara langsung dari responden tentang 

obyek yang diteliti yaitu pelaksanaan pendaftaran hak milik atas 

tanah melalui program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) 

di kota Kupang. 

b. Data Sekunder 

 Data yang diperoleh dari sumber sekunder, bahan bacaan. 

Adapun dalam penelitian ini bahan hukum yang digunakan, 

meliputi : 

1) Bahan hukum primer 

Bahan hukum primer dalam penelitian ini berupa peraturan 

perundang-undangan yang terdiri dari : 

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945 

b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan 

Dasar Pokok-pokok Agraria 
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c) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 

1997 tentang Pendaftaran Tanah 

d) Instruksi Presiden No.2 Tahun 2018 tentang Percepatan 

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Seluruh Wilayah 

Republik Indonesia. 

e) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan 

Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 

2016 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis 

Lengkap 

f) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan 

Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 

2017 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis 

Lengkap 

g) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan 

Pertanahan Nasional No.6 Tahun 2018 Tentang Percepatan 

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap  

2) Bahan hukum sekunder 

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini meliputi buku-

buku, hasil penelitian maupun pendapat hukum yang 

berkaitan dengan pelaksanaan pendaftaran tanah secara 

sistematis dengan berlakunya Peraturan Menteri Agraria dan 
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Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 

Tahun 2018. 

3. Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara : 

a. Wawancara 

Mengumpulkan data dengan cara berkomunikasi verbal 

semacam melakukan percakapan bertujuan untuk memperoleh 

informasi terkait obyek yang diteliti. Penulis akan mewawancarai 

beberapa masyarakat yang melakukan pendaftaran hak milik atas 

tanah melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dan 

juga penulis akan melakukan wawancara dengan beberapa pejabat 

pemerintah terkait pembahasan yang akan diteliti oleh penulis. 

b. Kuesioner 

Membuat daftar pertanyaan tertulis yang diajukan kepada 

responden untuk memperoleh informasi terkait obyek yang diteliti. 

Penulis akan memberikan kertas dengan pertanyaan yang 

berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian yang akan 

disebar di Kelurahan Fatululi, Kelurahan Liliba, Kelurahan Bello, 

Kelurahan Kolhua. 

4. Lokasi Penelitian 

Lokasi Penelitian adalah tempat/wilayah yang akan dituju untuk 

melakukan penelitian berkaitan dengan obyek yang diteliti. Penelitian ini 
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dilakukan di Kota Kupang. Kota Kupang merupakan ibukota dari 

Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kota Kupang terdiri dari 6 kecamatan 

dan 51 kelurahan. Untuk menentukan lokasi penelitian, penulis 

menggunakan metode purposive yaitu  metode  untuk memilih tempat 

penelitian dengan penentuan sengaja oleh penulis. Dari 6 kecamatan yang 

ada, penulis mengambil 2 kecamatan untuk diteliti yaitu, Kecamatan 

Oebobo dan Kecamatan Maulafa. Untuk menentukan kelurahan yang 

akan menjadi lokasi penelitian penulis juga menggunakan metode 

purposive yaitu  metode  untuk memilih lokasi kelurahan penelitian 

dengan penentuan sengaja oleh penulis. Kecamatan Oebobo terdiri dari 7 

kelurahan maka penulis hanya mengambil 2 kelurahan yaitu Kelurahan 

Fatululi dan Kelurahan Liliba. Kecamatan Maulafa terdiri dari 6 

kelurahan maka penulis hanya mengambil 2 kelurahan yaitu Kelurahan 

Bello dan Kelurahan Kolhua. 

5. Populasi dan Sampel 

a. Populasi adalah keseluruhan obyek dengan ciri yang sama. Populasi 

yang akan diteliti oleh penulis dalam penelitian ini adalah 

masyarakat yang melakukan pendaftaran Hak Milik melalui 

program pendaftaran tanah sistematis lengkap di Kota Kupang yang 

melakukan pendaftaran hak milik atas tanah melalui program 

pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL). 
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b. Sampel adalah himpunan bagian dari populasi. Sampel diambil 

dengan cara metode purposive yaitu 10% dari jumlah populasi yang 

tersedia yaitu pemegang hak milik atas tanah yang mendaftarkan 

tanahnya melalui pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) Kota 

Kupang. 

6. Responden  

Responden adalah subyek yang memberikan jawaban atas 

pertanyaan penulis terkait dengan obyek yang diteliti. Responden dalam 

penelitian ini ialah peserta PTSL dari masing-masing warga desa 

Kelurahan Fatululi, Kelurahan Liliba, Kelurahan Bello, Kelurahan 

Kolhua yang memiliki hak milik atas tanah diambil secara purposive 

sebesar 10%. Dari Kelurahan Fatululi diambil 4 orang. Dari Kelurahan 

Liliba diambil 3 orang. Dari Kelurahan Bello diambil 5 orang. Dari 

Kelurahan Kolhua diambil 3 orang. Total responden yang diambil penulis 

ialah 15 orang untuk mewakili obyek yang diteliti. 

7. Narasumber 

Narasumber adalah seseorang yang karena jabatannya, profesi 

ataupun keahliannya memberikan jawaban atas pertanyaan peneliti untuk 

memberikan informasi tambahan mengenai pelaksanaan program 

pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL). Adapun narasumber dalam 

penelitian ini adalah : 
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a. Bapak Joni M. Fina, S.ST selaku Kepala Seksi Hubungan Hukum 

Pertanahan Kantor Pertanahan Kupang 

b. Bapak Yos Sipri selaku Kepala Sie Pemerintahan dan Ketentraman 

Ketertiban Kelurahan Fatululi  

c. Bapak Aryadi selaku Kepala Sie Pemerintahan dan Ketentraman 

Ketertiban Kelurahan Liliba  

d. Ibu Glimesra Tuan selaku Kepala Sie Pemerintahan dan 

Ketentraman Ketertiban Kelurahan Bello  

e. Bapak Jec selaku Kepala Sie Pemerintahan dan Ketentraman 

Ketertiban Kelurahan Kolhua  

8. Metode Analisis Data 

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif 

yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami dan merangkai data 

yang telah dikumpulkan secara sistematis sehingga diperoleh gambaran 

mengenai masalah yang diteliti atau keadaan yang diteliti. Berdasarkan 

analisis tersebut, kemudian ditarik kesimpulan dengan menggunakan 

metode berfikir induktif yaitu cara berfikir yang berangkat dari 

pengetahuan yang sifatnya khusus kemudian menilai suatu kejadian yang 

umum. 

9. Hambatan Penelitian 

Dalam penelitian ini terdapat hambatan dalam pencarian responden 

untuk mendapat data dari para responden. Dari Kelurahan Fatululi 
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terdapat 5 orang responden dari Fatululi namun ketika peneliti melakukan 

penelitian, peneliti hanya bisa mendapat informasi dari 4 orang responden 

karena peneliti tidak dapat menghubungi responden ke-5. Dari Kelurahan 

Liliba terdapat 12 orang responden dari Liliba namun ketika peneliti 

melakukan penelitian, peneliti hanya bisa mendapat informasi dari 3 

orang responden karena peneliti tidak dapat menghubungi 9 responden. 

Dari Kelurahan Bello terdapat 11 orang responden dari Bello namun 

ketika peneliti melakukan penelitian, peneliti hanya bisa mendapat 

informasi dari 5 orang responden karena peneliti tidak dapat 

menghubungi 6 responden lainnya. Dari Kelurahan Kolhua terdapat 3 

orang responden dari Kolhua dan peneliti berhasil bertemu dengan ketiga 

responden. 

H. Sistematika Penulisan Hukum/Skripsi 

BAB I   : PENDAHULUAN,  

 BAB ini berisi latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, keaslian penelitian, 

batasan konsep, metode penelitian, dan 

sistematika penulisan hukum/skripsi 

BAB II   : PEMBAHASAN 
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BAB ini berisi tinjauan tentang 

Pendaftaran Tanah, Hak Milik, 

Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap 

(PTSL) dan hasil penelitian 

BAB III   : PENUTUP,  

 BAB ini berisi kesimpulan dan saran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


